
 

BUPATI KEBUMEN 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  

NOMOR  4   TAHUN 2014 

TENTANG 

RENCANA KONTINJENSI BANJIR DI KABUPATEN KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang  : a.  bahwa  wilayah  Kabupaten  Kebumen  memiliki  

kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, 
sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik 
bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana 

sosial yang berpotensi menimbulkan korban  jiwa, 
kerugian  harta benda, dan kerugian dalam bentuk 
lain yang tidak ternilai; 

  b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana banjir dan 

mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan 
perencanaan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh 

dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di 
Kabupaten Kebumen sehingga perlu dibuat Rencana 
Kontinjensi Banjir; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang Rencana 

Kontinjensi Banjir di Kabupaten Kebumen; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusata dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 



13.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 

Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 26); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 22); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI 

BANJIR DI KABUPATEN KEBUMEN. 

Pasal 1 

(1) Rencana Kontinjensi adalah suatu keadaan atau 
situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi 
mungkin juga tidak akan terjadi.  

(2) Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari 
berbagai rencana yang digunakan dalam siklus 

manajemen risiko. 
(3) Rencana Kontinjensi Banjir adalah rencana yang 

digunakan dalam keadaan banjir atau situasi yang 

diperkirakan akan segera terjadi banjir. 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Rencana Kontinjensi Banjir ini 
adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten 

Kebumen dan masyarakat dalam menyusun pedoman 
perencanaan, kebijakan publik dan implementasi 
dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di 

Kabupaten Kebumen secara lebih terpadu dan efektif. 
(2) Rencana Kontinjensi Banjir ini bertujuan sebagai 

landasan konseptual, landasan operasional dan 

keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko 
bencana di Kabupaten Kebumen.  

 

 



Pasal 3 
 

(1) Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir bersifat dinamis (living document) 
yang akan dioperasionalkan setelah melalui rapid assament sesaat 

setelah terjadi bencana banjir. 
(2) Rencana Kontinjensi Banjir ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan 

apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan 

kondisi saat itu. 
(3) Rencana Kontinjensi Banjir dapat dioperasionalkan menjadi bahan 

masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana 
banjir. 

Pasal 4 

(1) Rencana Kontinjensi Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 

mempunyai sistematika sebagai berikut : 
a. Pendahuluan; 

b. Penilaian Risiko; 
c. Pengembangan Skenario Dampak; 

d. Penetapan Tujuan dan Strategi Tanggap Darurat; 
e. Perencanaan Klaster; 

f. Rencana Tindak Lanjut; dan 
g. Penutup. 

(2) Rencana Kontinjensi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 2 Januari 2014 
 

BUPATI KEBUMEN, 
ttd. 

BUYAR WINARSO 
Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Januari 2014 

 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 

      ttd. 
ADI PANDOYO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 4 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 

 

ttd. 
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 

Pembina 
NIP. 19720723 199803 1 006 


